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MOTTO

"Orang bijaksana akan menjadi
Majikan dari Pikjrannya
Orang Bodok akan menjadi Budaknya”'

' Diambil dari buku David ). Schartz berjudul “Berpikir dan Berjiwa Besar”, 1996, Hal 10,
Binarupa Aksara, Jakarta
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RINGKASAN

Penulisan  sknpsti 1m begudul  KAJIAN  YURIDIS TENTANG
PERJANIIAN MEMINJAM UANG DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI
KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG DI
KABUPATEN BOYOLALI Permasalahan yvang diajukan yaitu berkaitan dengan
mekanisme perjanjian bagi hasil di KSU “"BMT TUMANG”, serta upaya
penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak
anggota (nasabah) mengalami kerugian.

Penulisan skripsi ini mempunyal dua fujuan, yaitu tujuan umum dan
Khusus. Secara umum untuk memenuhi salah satu syaral akademis guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
serta untuk mengembangkan ilmu atau teori yang didapat selama proses belajar
mengajar di bangku perkuliahan..

Secara khusus penulisan sknipsi ini untuk mengetahui secara rinci
mengenal mekanisme perjanjian bagi hasil antara pihak anggota (nasabah) dengan
pihak KSU “BMT TUMANG”, serta mengetahui upaya penyelesaiannya jika
dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah)
mengalami kerugian.

Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris, dimaksudnya
1alah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang
nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.
Sedangkan pengumpulan bahan hukum menggunakan studi lapangan dan studi
pustaka,

Menganalisa bahan hukum dan permasalahan digunakan metode kualitatif
Hal mana berarti vang utama menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami
sifat-sifat fukta atau gejala vang benar-benar berlaku dalam masyarakat, jadi yang
penting bukan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan tetapi kaidah-
kaidah prilaku dalam kenyataan masyarakat. Kemudian ditarik suatu kesimpulan

dengan metode deduktil], yvaitu suatu proses penankan kesimpulan yang dimulai

Nifl
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dar suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat
khusus,

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh suatu kesimpulan, bahwa untuk
mendapatkan pembiavaan, nasabah harus melaui mekanisme vang telah
ditentukan oleh KSU “"BMT TUMANG™, vaitu berupa prosedur atau tahapan-
tahapan, Tahapan tersebut adalah (1) permohonan, (2) survey, (3) persiapan
realisasi, {4) realisasi pembiayaan. Didalam proses imi harus berpegang teguh pada
prinsip-prinsip perbankan syari’ah islam yang berlaku.

Solusi jika nasabah mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya,

harus diketahui terlebih dahulu sebab-sebab kerugiannya. Kerugian bisa karena

laktor Kesalahan mucdhorib (nasabah) atau faktor diluar kuasa mudhorib itu sendiri
(misalnya force mayor). Kerugian disebabkan oleh kesalahan mudhorib, maka
mudhorib hanya diwapbkan untuk mengembalikan biaya pokoknya saja, yaitu
sejumlah yang dipinjam dari KSU “BMT TUMANG”, sedangkan pelunasannya
diambilkan dari penjualan atas jaminan yang dijaminkan kepada KSU “BMT
TUMANG". Dan apabila kerugian disebabkan diluar kuasa mudhorib, maka
kerugian ditanggung oleh sholibul maal (KSU “BMT TUMANG™).

Saran yang diberikan oleh penulis adalah hendaknya KSU “BMT
TUMANG™ dalam menjalankan operasionalnya konsisten dalam menggunakan
kaidah syari’ah islam, mengingat dilihat dari namanya, koperasi tersebut
mencerminkan identitas islam. Dengan begitu nama islam bukan dijadikan
schagal nama saja. Kemudian mengingat belum adanya peraturan yang memadai
mengenai lembaga keuangan syari’ah, maka KSU “BMT TUMANG” harus
membuat kebijakan yang sesuai dengan syari'ah islam, Dan pemerintah harus
segera membuat peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur khusus
tentang lembaga keuangan syari’ah, karena peraturan yang ada selama ini dinilai

kurang memadai,

Xy
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BAB 1 NGBS /N
PENDAHULUAN N Gy, e

1.1 Latar Belakang *‘H..

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan cita-cita bangsa
Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pembangunan di segala bidang
harus selalu dilakukan secara kontinyu. Salah satu kegiatan pembangunan yang
sanpat penting peranannya dan sangat menunjang terwujudnya cita-cita tersebut
adalah dengan meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu wujud usaha vang terus menerus digalakkan oleh pemerintah
dalam membangun perekonomian adalah kegiatan usaha dalam bentuk koperasi.
Hal ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagaimana yang
tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33, yaitu:

i Perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan,

(2)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan vang
menguasal hajat hidup orang banvak dikuasai oleh negara,

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat,

{(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ckonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal i1 diatur dalam
undang-undang.

[Jalam Penjelasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal
33 sebelum amandemen, dijelaskan bahwa tercantum dasar demokrasi ekonomi,
produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan
anggota-anggota masyarakat. Kesejahteraan masvarakatlah vang diutamakan,
bukan kesejahteraan orang-seorang. Oleh karena itu perekonomian disusun

sebagal usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, Bangun yang sesuai

dengan itu adalah koperasi.
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Usaha koperasi di dalam prakteknya bukan hanya sekedar mencukupi
kebutuhan anggota koperasi dan memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi
saja. akan tetapi vang lebih penting dalam usaha pengembangan koperasi adalah
membangun mental khususnya anggota koperasi, dan masyarakat pada umumnya,
supaya mercka dapat mandin dalam mengatasi segala persoalan.

Pembangunan dan pembinaan suatu wadah koperasi seharusnya dilakukan
mulai dari usaha vang paling bawah, vaitu berupa kesadaran anggota masyarakat
untuk melakukan suatu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan khusunya dalam
bidang ekonomi. Hal terschﬁl telah dan sedang dilakukan oleh sebagian anggota
masyarakat. Salah satunya adalah terbentuknya Koperasi Serba Usaha “BAITUL
MAAL WA TAMWIL TUMANG™ (yang selanjutnya disebut dengan KSU “BMT
TUMANGT), koperasi ini bergerak dibidang usaha barang maupun jasa. Koperasi
ini telah berdiri sejak tahun 1999, Dalam pendiriannya koperasi ini didasarkan
pada Akta Notaris BH: /BH/KDK.11.25//TV/1999 pada tanggal 10 April 1999,

Salah satu bentuk usaha koperasi ini adalah melayani simpan pinjam.
Dalam usaha simpan pinjam, KSU “BMT TUMANG” menggunakan sistem
svarl'ah 1slam. Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar KSU “BMT
TUMANG” Bab [II tentang Usaha Pasal 3 ayat (1) poin a, yaitu: "Unit Simpan
Pinjam sebagai Unit Usaha Otonom, bentuk operasionalnya menggunakan sistem
syari’ah, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau
Peraturan Khusus”, Sistem syani'ah islam im dipibh karena lebih sesuai
diterapkan, karcna sebagian rakyat Indonesia berapama islam.

Masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dana, dapat menggunakan jasa
koperasi in1 melalu sektor 5fmpan pinjamnya. Dalam hal ini masvarakat dapat
mengajukan peminjaman dana dalam bentuk pembiayaan (dalam perbankan
konvensional disecbut kredit) kepada KSU “BMT TUMANG”, Pembiayaan ini
dapat diagjukan oleh masyarakat untuk keperluan usahanya dengan sistem bagi
hasil, dimana masyarakat akan membagi keuntungannya kelak setelah usahanya
dilakukan. Pembiayaan ini dilakukan oleh pihak KSU “BMT TUMANG” dengan
pithak anggotanya (nasabah) melalui perjanjian (akad). Perjanjian (akad) tersebut

misalnya dalam bentuk mudhorebah, dimana dalam hal ini pihak KSU “BMT
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TUMANG sebagal pemodal (dalam sistem perbankan syari’ah disebut dengan
shohibul maal) memberikan pinjaman modal berupa dana sebesar 100% (seratus
persen) kepada nasabah (mudhorib) untuk keperluan usahanya. Dalam perjanjian
(akad) pembiayaan im1 berlaku peraturan berdasarkan sistem syari’ah islam,
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis
lebih mendalam mengenal perjanjian meminjam uang atau pembiayaan dengan
mengambil judul "KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN MEMINJAM
UANG DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA
BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG DI KABUPATEN BOYOLALI™,

1.2 Ruang Lingkup

Konsistensi pembahasan dalam penulisan skripsi ini harus dijaga. untuk itu
diperiukan adanya pembatasan dari permasalahan vang akan dibahas. Ruang
lingkup penulisan skripsi ini terbatas pada mekanisme perjanjian bagi hasil di
KSU "BMT TUMANG", dan upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan

perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang digambarkan dalam latar belakang diatas, maka
dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut:
I. Bagaimana mekanisme perjanjian bagi hasil di KSU “BMT TUMANG™?
2. Bagaimana upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi

hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian?

1.4 Tujuan Penulisan

Suatu penuhsan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang
akan dicapai, untuk ttulah ditetapkan adanya suatu tujuan, Adapun tujuan
penulisan skripsi ini mencakup dua hal :
41 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :
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a, Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

b. Untuk mengembdngkan ilmu atau teori yang didapat darn proses belajar
mengajar di bangku perkuhiahan agar dapat diterapkan dan bermanfaat
bagi masyvarakat.

[ 4.2 Tujuan Khusus
Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu :

a. Untuk mengetahui secara rinci mengenai mekanisme perjanjian bagi hasil
di Koperasi Serba Usaha "BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG™.

b, Untuk mengetahui upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan
perjanjian  bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami

kerugian.

1.5 Metodologi Penulisan

Kebenaran suatu penelitian memerlukan metode penulisan yang tepat,
karena metode penulisan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai
pedoman dalam melaksanakan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk
menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metodologi
pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan
mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lhingkungan yang
dihadapinya. (Soerjono Soeckanto, 1986:6)
1.5.1 Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini, dalam hal pendekatan masalah menggunakan metode
Yuridis Empiris, yang dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang
diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup
dalam masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 1995:61).
1.52 Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Data Primer
Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama,

dar sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang
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Lid

lain. Data tersebut berupa data aktual yang didapat dari penelitian di
lapangan dengan berkomunikasi di tempat penelitian dilakukan, misalnya
dengan wawancara (Hilman Hadikusuma, 1995.65). Dalam hal im
wawancara dilakukan secara langsung denpgan pihak KSU “BMT
TUMANG", kemudian data yang diperoleh dan wawancara tersebut akan
diolah dan disusun untuk kemudian dianalisa.

Data Skunder

Data skunder adalah data vang diperoleh peneliti dan penelitian
kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain, vang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau
dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi
peneliti.(Hilman Hadikusuma, 1995.65).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan suatu penelitan di lapangan untuk
memperoleh data primer yang dapat ditemukan, misalnya melalui proses
wawancara. Dalam hal ini mengadakan wawancara dengan pihak yang
berkompetensi pada saat penelitian langsung, yaitu dengan pihak KSU
“BMT TUMANG"” Kabupaten Boyolali, dalam hal ini wawancara
dilakukan dengan Bapak Adib Zuhairi, S.Sos, selaku Manajer Umum KSU
"BMT TUMANG”., Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk
memperoleh  keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan mereka serta pendapat-
pendapat mereka. (Burhan Ashshofa, 1998.95),

Studi Pustaka

Studi pustaka atau literatur merupakan suatu cara untuk mendapatkan data
skunder dengan cara mempelajari dan menganalisa buku-buku sebagai
literatur yang berhubungan dengan permasalahan, menelusuri peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, makalah, dan media massa yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan dan kegunaan studi
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kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan keluar atas permasalahan

vang ada dalam penelitian. Melalwi studi literatur akan diperoleh gambaran

maupun informasi mengenai penelitian, mendapatkan metode, tehnik atau
cara pendekatan pemecahan masalah yang digunakan, (Bambang

Sunggono, 1997:115).

[.54 Analisa Data

Penulis dalam melakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif,
dimana analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data yang sifatnya kualitas, mutu
dan sifat yvang nyata berlaku dalam masyarakat. Hal mana berarti yang utama
menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang
benar-benar berlaku, bukan yang hanya dikehendaki berlaku (positif) secara
ekplisit tetapr implisit, vang memasyarakat (sosiologis), Jadi yang penting bukan
kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan tetapi kaidah-kaidah prilaku
dalam kenyataan masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 1995,99)

Penarikan kesimpulan menggunakan studi dedukif, vaitu sualu proses
penarikan kesimipulan vang dimulal dan suatu permasalahan yang bersifat umum
menuju permasalahan yang bersifat khusus, yang mana cara berfikir dimulai dari
pokek permulaan dengan menguratkan semua hal vang terkandung atau mungkin
dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan pemikiran tidak ada yang
bertentangan atau tidak serasi. (Hilman Hadikusuma, 1995;13)
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Koperasi Serba Usaha “Baitul Maal wa Tamwil Tumang” (KSU “BMT
TUMANG™) sebagai salah satu lembaga keuanpgan syari’ah non bank vang
berbadan hukum koperasi memberikan suatu produk jasa kepada nasabahnya
berupa pembiayaan (dalam perbankan konvensional dikena! dengan nama kredit)
dengan berdasarkan pada pnnsip syvan’ah islam. Pembiayaan tersebut ada
bermacam-macam jenisnya, misalnya yaroh, mudhorobah, murobahah dan lain
sebagainya. Salah satu produk atau jenis pembiayaan vang paling diminati
masyarakat adalah pembiayaan mudhorobah.

Salah satu  npasabah  yang mengajukan permohonan  pembiayaan
mudhorobuh  kepada KSU “"BMT TUMANG" adalah Mr. X (identitas
dirahasiahan) yang berprofesi sebagair petani tembakau. Pada tahun 2002 tepatmya
di bulan Maret 2002, Mr. X mengajukan pembiayaan mudhorobah kepada KSU
“BMT TUMANG™ untuk keperluan usahanya, Mr. X tersebut mengajukan
pembiavaan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
sebagal modal untuk penanaman tembakau.

Perjanjian atau akad pembiayan mudhorobah yang disepakati oleh pihak
nasabah anggota dalam hal ini Mr, X dengan pihak KSU “BMT TUMANG", Mr.
X harus mengembalikan atau melunasi pinjamannya ditambah dengan bagi
hasilnya. Dalam perjanjian atau akad mudhorobah tersebut disepakati bagi
hasilnya 30% : 70%, vaitu 30% untuk shohibul maal (KSU “BMT TUMANG”)
dan 70% untuk mudhorib (Mr. X sebagai nasabah anggota), Pembagian tersebut
dibagi dari hasil usahanya bukan dari jumlah modal yang dipinjamkan oleh pihak
KSU “BMT TUMANG™ kepada Mr. X.

Pada akhir tahun 2002 pabrik tembakau yang biasa disetori oleh Mr. X
tersebut mengurangi pembeliannya karena harga pasar yang menurun tajam.
Harga pembelian tembakau oleh pabrik pada tahun 2002 mengalami kemerosotan

dibanding pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2001. Tahun 2001 harga tembakau
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vang dikeluarkan oleh pabnk mencapai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah), sedangkan tahun 2002 hanya mencapai Rp. 150.000,00 (seratus lima

puluh ribu tupiah) sampai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan adanva penurunan harga tersebut Mr. X mengalami kerugian.

2.2 Dasar Hulkum

Menganalisa suatu permasalahan memerlukan suatu dasar hukum sebagai

landasan yunidisnya, Maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan landasan

yuridis :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

&,

b

Id

Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang.

Pasal 1234

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbual sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperjukan empat syarat :
. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal |

angka 1.

“Koperasi adalah badan usaha vang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
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prinsip koperast sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan™

3. Al Qur’an Surat !\:i-maidah ayat :1
“Ha1 orang-orang vang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”™

4. Akad pembiayaan mudharabah antara pihak anggota (debitur) dengan
pihak Koperasi Serba Usaha “Baitul Maal wa Tamwil Tumang™ Boyolali.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seorang lamn atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal (Subekti, 1994:1). Menurut Budiono Kusumohamidjojo (1998:5), bahwa
perjanjian disebut juga dengan kontrak, vaitu suatu persetujuan diantara dua orang
atau lebth orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak memiliki unsur-unsur para pihak
yvang berkompeten, pokok-pokok vang disetujui, pertimbangan hukum,
persetujuan timbal balik dan kewajiban timbal balik.

Pengertian perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1992:8), suatu
perjajian adalah suatu persetujuan denpan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan,
Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan penjelasan tentang
arti dari perjanjian, bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling
berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.
Perjanjian sebagai suatu peristiwa yang konkrei atas suatu hal yang dilakukan oleh
para pihak dalam perjanjian itu, Para pithak vang telah sepakat mengenai hal-hal
yvang telah diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya,
Suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yaang sering disebut

denpan perikatan (verbintenis).
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Unsur-unsur dalam perjanjian antara lain :

Unsur Essentialia, adalah merupakan syarat sahnya perjanjian,

Unsur Naturalia, ‘adalah unsur yang melekat pada perjanjian,

Unsur Accidentalia, adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam
perjanjian (misalnya: tempat penyelesaian sengketa apabila dikemudian
han terjadi masalah diantara pihak tersebut).

Perjanjian  selain mengandung beberapa unsur diatas juga terdapat

beberapa asas, yaitu :

1.

4,

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas 1m mengandung pengertian bahwa setiap orang boleh membuat
perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur didalam undang-
undang, tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang yvang berlaku.

Asas Ttikat Baik

Ada dua pemlalan, yvaitu :

a. Penilaian Subjektif, yaitu penilaian kejujuran seseorang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak pada setiap batin
seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut.

b. Penilaian Objektif, yailu bahwa pelaksanaan perjanjian harus
didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan
sesual dengan yang patut di masyarakat. (Abdulkadir Muhammad,
1992:98)

Asas Konsensualisme

Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata
sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. (Abdulkadir
Muhammad, 1992:85).

Asas Pacta Sunt Servanda

Dalam hal ini berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian, yang
berarti bahwa perjanjian dibuat untuk ditaati oleh pihak-pihak pembuatnya

sebagal undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia asas ini dapat kita

Jumpai pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
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2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian
Menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
syarat sahnya suatu perjanjian adalah :
|, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Hal 1n1 dimaksudkan bahwa para pthak yang mengadakan perjanjian harus
sepakat mengenai hal-hal vang tertuang dalam pokok perjanjian yang

berupa objek dan svarat-syarat perjanjian.

I

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum,
yaitu apabila seseorang telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan

(sesuai pasal 1330 KUH Perdata). Akibat hukum ketidakcakapan dalam

membuat perjajian adalah bahwa perjanjian yang lelah dibuat dapat
dimintakan pembatalannya kepada hakim dikemudian harinya.
3. Suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian yang harus

jelas dan dapat ditentukan, karena scbagai pokok perjanjian dalam

pemenuhan suatu prestasi,
4, Suatu sebab vang halal

Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan

dengan kesusilan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-

undang.

Hal berakhirnya suatu perjanjian, tidak diatur tersendiri dalam undang-
undang tetapi hal tersebut dapat diambil inti sari dari beberapa ketentuan dalam
undang-undang, yaitu ;

I, Pihak sendiri dapat menentukan bahwa perjanjian akan berlaku untuk waktu
tertentuy, vaitu :
a. Undang-undang adakalanya menentukan maksimum waktu berlakunya
suatu perjanjian,
b. Para pihak atau undang-undang juga dapat menentukan bahwa

sekalipun perjanjian dibuat untuk waktu yang lama tetapi kalau ada
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kejadian tertentu maka dengan sendirinya perjanjian tersebut akan
berakhir.

2, Dengan pemyataan menghentikan perjanjian (opzegging) yang dapat
dilakukan oleh kedua ..belah pihak atau sepihak saja. Opzegging hanya ada
perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.

2.3.3 Macam-macam Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit
pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga
pembiayaan seperti bank syari’ah kepada nasabah, (Muhammad, 2002:260)
Berdasarkan pengertian tersebut maka pembiayaan dapat digolongkan ke
dalam dua jems, yaitu
I. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk
memenubi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha

produksi, pangan maupun investasi,

3

Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi
kebutuban konsumsi yang habis pakai (Muhammad Syafi’i Antonio,
2001:160).

Kebutuhan konsumst yang dibiayai pada umumnya dibedakan menjadi :
1. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan dasar manusia berupa makanan, pakaian

dan perumahan,

1o

Kebutuhan skunder, merupakan kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif
maupun kuantitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer (Muhammad Syafi'i
Antomo, 2001;168).

Menurut Zainul Arifin (2000:145) dalam hal pembiayaan, bank dapat
berpartisipasi atau menyediakan pembiayaan bagi nasabah untuk melaksanakan
proyek atau memiliki assets dengan beberapa cara berdasarkan prinsip-prinsip
syari‘ah. Skema pembiayaan yang tersedia meliputi :

a. Mudhorobah,

b, Musyarokah,
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¢ Murobahah,

d. Bai'bitsaman ajil,
e ljarafh,

S Qordhul hasan.

Alokasi penggunaan dana pada lembaga keuangan syariah dapat
disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Menurut Zainul Arifin
(2003:56) alokasi penggunaan dana bank syari’ah merupakan aktiva yang
menghasilkan (earning assets). Earning assets adalah berupa investasi dalam
bentuk :

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhorabalt),
b, Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah),
¢. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (al beai ),
d Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (jarah dan garah wa
wtina " fjaral mwtahiah bi tamlik),
e. Surat-surat berharga syari’ah dan investasi lainnya.
2.3.4 Pengertian Dan Fungsi Jaminan

Kata agunan sering disebut juga dengan jaminan atau collateral, yang
didalam prakiek bahasa Inggris dibedakan sebagai warranty dan guaranty.
Mdalam prakiek memperlihatkan bahwa warramy berlaku secara aktif tanpa
harus dipicu oleh suatu keadaan atau tindakan, sedangkan guaranty berlaku
karena dipicu oleh suatu keadaan atau tindakan (seperti misalnya suatu keadaan
ingkar janji, cidera janyi atau defaudt), jadi dengan suatu syarat.

Dalam suatu perikatan, para pihak masing-masing menjamin pelaksanaan
kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dalam
kontrak perjanjian yang dibuat. Jaminan dapat bersifat aktif maupun pasif karena
bisa berupa kewajiban-kewajiban, yaitu :

1. tidak melakukan suatu tindakan hukum,

1=

melakukan suatu tindakan hukum,
3. udak membiarkan dilakukannya suatu tindakan hukum,

4. membiarkan dilakukannya suatu tindakan hukum.
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Pada prinsipnya jaminan itu ada beberapa macam, yaitu :
I. Jaminan menurul terjadinya :

a. Jaminan yang lahir karena undang-undang, vaitu jaminan adanya
ditunjuk undang-undang dan tanpa adanya perjanjian para pihak.

b. Jaminan vang lahir karena diperjanjikan, yaitu jaminan yang
adanya karena diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.

2. Jaminan menurut sifatnya :

a. Jaminan bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi
kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur.

b. Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan vang berupa barang
tertentu vang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan
hanya berlaku untuk kreditur tertentu baik secara kebendaan
maupun perorangar,

¢. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu dengan adanya jaminan
benda tertentu scbagai jaminan.

d. Jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang tertentu atau
pihak ke III vang sanggup membayar untuk memenuhi prestasi jika
debitur ingkar janji.

3. Jaminan menurut objeknya :

a. Benda bergerak,

b. Benda tidak berperak.

4. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya

a, Jaminan dengan menguasai bendanya,

b, Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya;

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan mengenai hal piutang-piutang yang
diistemewakan, yaitu bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak
maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian
han, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan dalam hal kebendaan yang menjadi
jaminan bersama-sama bagl semua orang yang mengutangkan padanya,

pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut
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besar kecilnya piutang masing-masing, kecual apabila diantara para berpiutang
itu ada alasan-alasan vang sah untuk didahulukan.

Jaminan vang bersifat kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan
debiturnya, tetapi dapat juga diadakan antara kreditur dengan orang ketiga ymg
menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur, Pemberian jaminan
kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si
pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan kewajibannya dalam
perjanjian vang dilakukan diantara mereka. Memberikan suatu barang dalam
jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas suatu barang tersebut. Pada
asasnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik
atas barang itu dengan cara apapun juga.

Jaminan vyang bersifat perorangan dapat menimbulkan perjanjian
penaggungan {(borgtocht), dimana dalam penaggungan tersebut ada pihak ketiga
(borg) yang akan menaggung apabila debitur (pihak kedua) tidak dapat memenuhi
kewajibannya (prestasi) atas suatu perjanjian yang dibuatnya, misalnya pihak
debitur yang tidak dapat meengembalikan pinjaman kreditnya kepada pihak
kreditur.

Pemberian jaminan kebendaan dapat menimbulkan suatu hak, yaitu:

a. Hak previlige, adalah hak vang diberikan undang-undang kepada kreditur
untuk lebih divtamakan dan kreditur lainnya, semata-mata berdasar sifat
perhutangannya (pasal 1134 KUH Perdata).

b. Hak retensi, adalah hak yang temasuk salah satu hak yang bersifat
memberikan jaminan, yang timbulnya karena undang-undang, yaitu hak
untuk menahan sesuatu benda sampat dengan suatu piutang yang bertalian
dengan benda 1tu dilunasi.

Menurut Subekti (1978;19) jaminan yang ideal adalah sebagai berikut ;

l. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang
memerlukannya,

2. Tidak melemahkan pencari kredit untuk meneruskan usahanya,
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3. Memberi kepastian kepada pencari kredit, dalam arti barang jaminan
setiap waktu tersedia untuk diekskusi, yaitu apabila perlu dapat dengan
mudah divangkan untuk melunasi utang si pemberi kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa untuk mengurangi
resiko kerugian dalam pemberian kredit, maka keberadaan jaminan atas
pemberian kredit sangat diperlukan. Keberadaan jaminan dapat memberikan
keyvakinan kepada kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi piutangnya sesuai dengan perjanjian,

2.3.5 Pengertian Koperasi

Koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun suatu
ckonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan serta
merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, dengan tidak
memandang golongan, aliran maupun kepercayaan.

Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti
bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Arifinal Chaniago
(1997:1) koperasi adalah suatu perkumpulan vang beranggotakan orang-orang
atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai
anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk
mempertinggi  kesejahteraan para angeotanya. Definisi tersebut mengandung
unsur-unsur bahwa;

I Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan
akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial,

2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama,

Lad

Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota
dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Istilah  koperasi menurut definisi hukum mempunyai fungsi untuk
menentukan ciri-ein khusus koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sah, untuk
membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha yang lain dan menetapkan
dengan jelas terhadap tipe badan usaha yang mana hukum koperasai itu akan
berlaku. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad
(1987:26), yaitu ;
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“Koperasi dalam pengertian hukum adalah suatu perhimpunan orang-
orang yang keanggotaannya berubah-ubah yang didasarkan atas berdikan
untuk memajukan kepentingan ckonomis para anggotanya dengan
menjalankan usaha yang dimiliki bersama, dimana pemilik dan pengguna
atau pemakai usaha bersama itu adalah orang-orang yang sama (asas
identitas)”.

Menurut Hendrojogi (1998:78) koperasi adalah perkumpulan otonom dari
orang-orang vang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan
aspirast ekonomi, sosial dan budava mercka yang sama melalui perusahaan yang
dimiliki dan diawasi secara demokrasi.

Pengertian koperasi menurul Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian pasal 1 angka | menyatakan: “Koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai perakan
ekonomi rakyal yang herdasarkan.atas asas kekeluargaan™. Selain pengertian
koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,
dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa ; “Perekonomian Indonesia
disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
Kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 sebelum amandemen
bahwa :  perusahaan yvang sesuai dengan 1tu adalah koperas: ™,

Pengertian  koperasi - tersebut diatas menjelaskan bahwa Kkoperasi
mempunyai peranan yang sangat vital atau penting dan berperan besar sebagai
wadah perekonomian dalam melaksanakan usaha bersama dan masyarakat,
khususnva masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas.
Dalam memajukan masyarakat pemerintah memperhatikan pertumbuhan dan
perkembangan koperasi-koperasi vang ada di Indonesia. Untuk itu pemerintah
secara langsung membantu, menumbuhkan, memelihara, mendorong, dan
membina koperasi-koperasi yang dibangun alas prakarsa rakyat sendiri.

Bentuk badan usaha kopersi berusaha unuk memenuhi serta mencukupi
kebutuhan anggotanya. Koperasi bersifat terbuka untuk umum, maksudnya setiap
orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau pada seseorang, dapat

diterima sebagai anggota koperasi.
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2.3.6 Macam-macam Koperasi

Macam koperasi dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing dapat

dijelaskan sebapai berikut

a.

Single purpose cooperation atau koperasi unggal usaha, vaitu koperasi
vang hanya melakukan satu fungsinya saja dan menggarap satu jenis
barang sebagai objek kegiatannya.

Mudty purpose covperation atau koperasi serba usaha, yaitu badan hukum
koperasi yang menjelaskan beberapa fungsi, baik sebagai koperasi
produksi, koperasi konsumsi maupun koperasi kredit. Dalam hal ini
contohnya Induk Koperasi Pegawai Negen (IKPN) :

1. Selaku koperasi konsumsi, berusaha mencukupi kebutuhan para

anggotanya dalam berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari,

2. Selaku koperasi produksi menyelenggarakan usaha pabrik kaze sepeda,

terutama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya akan sepeda,

LIPS}

Selaku koperasi kredit, menyelenggarakan usaha simpan pinjam dan
usaha pengadaan perumahan bagi para anggotanva dengan sistem
kredit, (G. Kartasapoetra, 1989:3).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas maka didapat suatu

kesimpulan sebagai berikut :

(8

Mekanisme perjanjian meminjam uang dengan prinsip bagi hasil di KSU
“BMT TUMANG” dilakukan dengan beberapa tahapan, Perjanjian meminjam
uang i dalam pc;ba11ka|1 syari'ah disebut dengan pembiayaan. Untuk
mendapatkan pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh KSU “BMT TUMANG?", yaitu berupa prosedur atau tahapan-
tahapan. Tahapan tersebut adalah (1) permohonan, (2} survey, (3) persiapan
realisasi, (4) realisasi pembiayaan, Didalam proses ini harus berpegang teguh
pada prinsip-prinsip perbankan syari’ah vang berlaku.

Setiap pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan
vang lerjadi ketika pelaksanaan akad (perjanjian) berjalan, misalnya
kemacetan dalam pengembalian atau pelunasan, Kemacetan ini disebabkan
karena kerugian yang dialami oleh mudhorib. Kerugian disebabkan oleh dua
faktor. Pertama faktor kesalahan mudhorib (nasabah), kedua faktor diluar
kuasa mudhorib itu sendin (misalnya force mayor). Apabila kerugian
disebabkan oleh kesalahan mudhorib, maka mudhorib hanya diwajibkan untuk
mengembalikan biaya pokoknya saja, yaitu sejumlah yang dipinjam dari KSU

“BMT TUMANG”, sedangkan pelunasannya diambilkan dari penjualan atas

jaminan yang dijaminkan kepada KSU “BMT Tumang™. Dan apabila kerugian

disebabkan diluar kuasa mudhorib, maka kerugian ditanggung oleh shohibul

mag! (KSU “BMT TUMANG").

4.2 Saran

L

Hendaknya kaidah yang digunakan oleh lembaga keuangan syari’ah pada
umunya, dan KSU “BMT TUMANG™ pada khususnya dalam menjalankan

operasionalnya konsisten dalam menggunakan kaidah syaria’ah islam,
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mengingat dilihat dari namanya koperasi tersebut menpgunakan atau
mencerminkan identitas islam. Dengan begitu nama islam bukan hanya
dijadikan sebagai nama saja.

Mengingat belum adanya peraturan yang memadai mengenai lembaga
keuangan syari’ah, maka KSU “BMT TUMANG™ harus membuat kebijakan
vang sesuai dengan syari’ah islam, Dan pemerintah harus segera membuat
peraturan dalam bentuk undang-undang vang mengatur khusus tentang

lembaga keuangan svari’ah, karena peraturan yang ada selama ini dinilai

kurang memadai.
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KOPERASI SERBA USAHA

“BMT TUMANG ¢

BH : 242/ BH KD, 11257 IV 7 1999

Kantor Pusat
JI. Matali 12 Tumang
Cepoga, Boyolali

Telp. {0276) 3253? ggg " SURAT KETERANGAN

Faks. (0276) 321 326
Nomor : 573/E/KSU-BMT-T/VIIL0S5

Kantor Cabang
Kics Uara  Yanp bertanda tangan di bawah ini
Pagar Cepoco ‘
Cepogy, Bovolal
Depan Pasar Mama ; Adib Z.uhm'ri, 5.50s
hoLLME  Jabatan : Manajer Umum KSU BMT TUMANG
JL Perkuiut 19 ¢ |
nggingan, Bovolali  Menerangkan bahwa -
(0275) 323 034 |
Nama : Doni Firmansyah
NIM : 010710101188
Program ¢81 Ilmu Hukum Universitas Jember

Telah melaksanakan konsultasi tentang skripsi dengan judul Kajian Yuridis
Tentang Perjanjian Meminjam Uang Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Kopersai Serba
Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Tumang Di Kabupaten Boyolali, pada tanggal 15 -
16 Nopember 2005,

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dipergunakan semestinya.

Boyolali, 16 Nopember 2005
KSU BMT TUMANG

Kaperas! Serba U
BUT TUMANG Y=

BH : 242/ BH/KDEIL2S IV 1993
ADIB ZUHAIRI, S.Sos
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KOPERASI SERBA USAHA

“ BMT TUMANG *

BH : 242/ B/ KDK.11.25/ 1V /1992

FORMULIR PERMONONAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmaanivrahiim
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/tgl lahir
Alamat lengkap
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
No. Rekening BMT

Dengan ini saya mengajukan pembiayaan kepada BMT “TUMANG" Tumang,
Cepogo, Boyolali untuk modal kerja / modal usaha.
Akibat dari pembiayaan tersebut saya membenkan jaminan berupa !

Demikian permohonan pembiayaan ini saya buat dan saya ajukan dengan sebenar-
benamya.

20

Femohon

)

R e

SURAT I1JIN

Bismillaahirrahmaanirrafitim
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama
Alamat

Selaku orang tua / suami { Istr dari @ (coret yang tidak periu)

Nama
Alamat

Dengan sepengetahuan saya, saya rela memberikan ijin kepada anak /[ istn { suami
saya untuk mengajukan pembiayaan kepada BMT “TUMANG" Tumang, Cepogo,
Boyolali dan benar-benar akan digunakan untuk modal usaha,

Demikian surat ijin ini saya buat dengan sebenar-benarmya.

20 _

Yang memberi jin

N
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ISIAN CALON PEMBIAYAAN PEMINJAM
Isilah semua kolom dengan sebenar-benarmya |

Bismillaahirrahumaanirrahiim

1. - Nama lengkap

2. Nama Suami / Istri
3. Nomor identitas
4. Alamat lengkap
5. Jumlah anak : orang
- Usia anak pertama : tahun
- Usia anak terakhir . tahun
6. Biaya rumah tangpa per bulan
- Biaya konsumsi / makan :Rp. { hari =Rp, { bln
- Biaya kesehatan :Rp. / bln
- Biaya lain-lain / sosial ‘Rp. /bln
Jumlah ' Rp. { Bln
7. Jenis usaha yang dilaksanakan
8. Lama usaha ; tahun
9, Modal yang dimiliki saat in{ ' Rp.
10, Kapﬁsitas usaha Rp
11, Perlu tambah modal (Rp.
12. Untuk keperluan
13. Jangka waktu pengembalian han/minggwbulan
14, Diangsur : kali, setiap
15. Perkiraan laba bersih alkp,
16, Perkiraan bagi hasi] ' Rp.
* 17. Diperkenalkan oleh
18. Pendapatan lain diluar usaha inj Rp. __ { bulan
S ESSESEssTSsSssczzzsoszzssmocsssssazemas ZZ=SSSzrCIzsiszzszzzsrzzo=o=t
(Hanya diisi oleh petugas BMT "TUMANG™)
I. Pembiayaan disurvay tanggal - r
2. Pembiayaan di ACC tanggal ’ {Rp.
3. DBagi hasil / Mark Up dsepakati - Rp. ! bla'mingeuw'har
4. Akad/realisasi diberikan tanpgal: ! pukul



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

REFERENSI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat lengkap

- Adalah pengurus / ta’mir Masjid
Jabatan dalam ta'mir
- Adalah Tokoh Masyarakat / Kepala Desa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benamya bahwa saudara vang namanya

tersebut di bawah ini adalah benar-benar anggota masyarakat / jamanh kami.

Nama

Pekerjaan

Alamat
Alamat Pekerjaan

Demikian referensi ini saya buat, kepada yang berkepentingan harap menjadikan
maklum adanya,

' 20

Pemberi referensi
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Koperasi Serba Usaha (KSU)

BMT TUMANG

SoMelan No. 12 Tumang, Cepago, Hoyolall 57562
Telp. (0276) 323335 - laks. 323336

__1%
. AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH/MURABAHAH/IJARA

o i A

Bismillahirrohmanirrohim
"Hai erang-grang yang beriman, penuhilah akad-akad ( peranfian) itu(Que'an Surat Al Ma'idah ! 1)

"Hal arang-orang yang berman jangantah kamu makan harfa sesamamu dengan jalan bathil, kecuali
dengan jalen perniagaan yang beraku dengan suka sama suka diantaramu” (Qur'an An-Nissa * 23)

Darl Abu Hurairah R.A bahwa Nabi SAW pernah bersabda » ‘Barang siapa meminjam dengan tekad
mengembalikan, make Allah skan mambaniu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dangan tidak
mengambalikannya, maka Allah akan membualnya bangkrut." (Hadis!)

Kesepakatan  perjanjian Fembiayaan Mudharabah/Murabahah/ljarah inl disuat dan ditandatangani pada
hariftanggal '3
Olsh antara

| Koperasi Serba Usaha (KSU) “"BMT TUMANG"
Yang berkedudukan d Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kac. Cepogo, Kab, Boyolall,
Untuk selanjutnya cisebut sebagai Pihak | (KSU "BMT TUMANG") dalam hal in| diwakill clah +
Nama ]
Jabatan
Dalam hal ini bertindak alas nama KU *BMT TUMANG"

ll. Wama
Alamat
MNo. Rak,
Pakerjaan ; y
Untuk pambuatan hukum inl talah mendapat ijin parseiujuan das| Istri/SuamifOrang Tua
Hama : :

Alamat
No, KTP
Pekerjaan
Untuk selanjutnya disebul sabagai Pinak 1| {Angola)

Kedua balah Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian pembiayasn lercanlum pada pasal-pasal sebagaj
berikul:

Pasal 1 )
Parjanjlan pembiayaan Inl dilandas) aley kolagwaan kepada Allah SWT, saling parcaya, Ukhuwah
Islamiyah dan rasa tanggung jawah. )

Pazal 2
Bahwa, Pihak Il {Anggota) telah mengajukan parmohonan fasilllas pemuiayaan kepada Pihak | (KSU “BMT
TUMANG") untuk modal usaha / Pambalian Barang / Jasa

Pasal 3
Jumlah Pemblayaan
KSU "BMT TUMANG® menyetujui untuk menyediakan pembiayaan

Sebesar 1 Rp. R i A a e AR s e SR PP e ae e et )
Angsuran . pokok Rp. (FPar Harl/Minggu/2minggu/Bulan/Sekaligus)

Bagl Hasil % darl Pendapal Bersih atau kurang lebih Rp.

Mark Up : Rp, 4

Jml Angsuran  : Rp, jangka waktu solama % angsuran
Jatuh Tempa ¢ . sid

Angsuran perlama dimulai haritanggal : !
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Pasal 4
Cara Penarlkan Pembiayaan
KSU *BMT TUMANG® wajlb marealisasikan Pembiayaan apabila Anggola lalsh memenyhi kalentuan
sebagal barikut : t '
a. Anggota talah menyerahkan kepada KSU "BMT TUMANG®, semua dekuman yang diminla:
b, Anggola telah menandatangan| ‘parjanjian Inl dan parjan|lan |aminan yang disyaratkan
e, Buktl-bukt| pam|likan barang Jaminan {alah diserahkan dan sura| pengikatnya telah dilerima BMT,

Pagal &
Akibat dari Pembiayaan ini plhak kedus manyadiakan agunan / Jaminan berupa
—
Pasal
Fembayaran Angsuran dan Bagj Hasil Fihak Il (Anggota) datang ke Kanlor KSU “BMT TUMANG"

Pasal 7
Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal ¥ang tfidak diinginkan, dikarenakan
dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila kareng kehendaknya pula
terjadi parmasalahan kedua belah pihak seluju untuk menyalesalkannya secara misyawarah untuk mufakal

dan menurut peraturan alau prosedur yang ada dj KSU “BMT TUMANG", Pulusan Pihak | (KSU *BMT
TUMANG*) merupakan keputusan akhir ¥ang mengikat,

Demikian perariian |ni dibuat dan ditandalangani dangan sobenarnya, tanpa ada LRSUr paksaan dari pihak
manapun.

Semoga Allah SWT memudahkan segala lkhtiar kita Amian,

PIHAK | PIHAK Il
i ) { ")
Saksi - gaksi
LN 0 W )
3 ( )
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ANGGARAN DASAR KOPERASI SERBA USAHA “BAITUL MAAL wmmmwu_
i : ~ TUMANG" (KSU “BMT TUMANG”)
BADAN HUKUM NOMOR : 242/BH/KDK.11.25/1V/1999
TANGGAL : 10 APRIL 1999

Rapat Anggota Khusus 'Frlerubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha
“BAITUL MAAL WAT TAMWIL TUMANG" {KSU "BMT TUMANG") Jalan Melati No, 12
Tumang, Desa Cepogo yang ﬁiseleﬁggarakan pada :

Hari _ : Sabtu

. Tanggal : 23 Pebruari 2002
Bertempat di : Rumah lbu Dw’i Rochmiathy
Jumlah anggota yang hadir : 43 Orang '

Jumlah anggota seluruhnya ' 60 Drang

Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar KOPERAS| SERBA USAHA
"BAITUL MAAL WAT. TAMWIL TUMANG" (KSU “BMT TUMANG") sah menurut ketentuan

dalam Anggaran Daaar pasal 22 ayat (1) dan dengan berpedoman I-r.epada Undang-,

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaman serta Peraturan Pelaksanaannya

Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Ef'sa““"-w

J.,J'\

KOPERAS| SERBA USAHA "BAITUL MAAL WAT TAMWIL TUMANG" %KSL{,L""B T'
TUMANG”] sehingga berbunyi sabaga; berikut :

-Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG"
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ANGGARAN DASAR . |
KOPERAS]I SERBA USAHA "BMT TUMANG"

: BAB |
NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 2%

(1) . Koperasl ini bernama ; Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG" dengan nama
singkat : KSU "BMT TUMANS" dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut
Koperas, i

(2)  Koperasi berkedudukan di
‘Dukuh : : Tumang

Desa _ : Cepcgo
Kecamatan | ; Cepogo
Kahupatenfkutamadya : Boyolali
Propinsi . : Jawa Tengah

(3)  Koperasi dapat membuka cabang / perwakilan, b:-:uk di wilayah Kabupaten Boyolali
maupun di luar Kabupaten Boyolali dalam satu Propinsi.

. BAE (I :
LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal: 2
(1) Koperasi berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1845 serta berdasar atas
azas kekeluargaan. ' '
(2} I'Méksud dan tujuan Koperasi adalah memajukan perekonomian melalui
peningkatan késajahteraan anggofa 'pada khususnya dan masyarakat’ pada
umumnya serta ikut membangun tatanan peremnoman nasi ional da1arn rangka

mewujudkan mhsyarakat yang maju, adil, mak.mur dan diridhei Allah SWT

f BABIlI

 USAHA
' : ~ Pasal 3 v _
Untuk mencapai tujuan dimaksud  dalam pasal 2 Anggaran . Dasar ini, Kuplarasi
ményele'nggarakan usaha sebagai berikut : ' - '
(1) a Uplt Simpan Pinjam sebagal Unit Usaha "Otonom, bentuk cperaszonalny_a__‘

menggunakan sistem syanah yang diatur lebih lanjut dalam Anggaraw Rumah‘ "" N

Tangga dan atau Peraturan Khusus,

! ' ' . M SR
Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG” | ' VL
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b. Kegiatan ﬁerdagangan umum dalam ari Sellas-luasiva uriluk relayani
kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakal pada umumnya.
c. Pelayanan jasa, jasa konstruks, dan jasa lainnya.
(2) Mengadakan kerjasama antar I{c:peram Badan Usaha dan Lembaga lainnya.
(3) Menyelenggarakan kegiatan (dalam fungs] Banu[ Mzal yang dtatur dalam pera.uran
khusus.

BAB I'f .
KEANGGOTAAN
_ ' IF’asaI# |
(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2) Yang dapat diterima sebagal anggota Koperasi ini adalsh Warga Negara Republlk
Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
a. Mempunyai kefnampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (cakap hukum}.

b. Bertempat tinggal, menetap atau tidak menetap di Kabupaten Boyolall.
c. Mata pen_caharfan » Pegawai Negeri Sipil, TNI, Pedagang, Petani dan sebagainya.
d. Telah menyataka'n kesanggupan terlulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai
dimaksud dalam pasal .;54 ayat 1 anggaran dasar ini.
e. felah menyetujui Anggaran Dasar. dan kefentuan-ketentuan Koperasi yang
berlaku. ' |
| f: Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang
| dnetaph:an oleh Knperam '
~ (3) Apahf!a dalam persyaratdn sepert keteniu;an dalam ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi,
maka dapat menjadi anggata [dar biasa.
(4) Ketentuan manganal anggota luar biasa diatur |Eb1|‘| lanjut dalam Ar‘aggaran Rumah
Ta_ngga dan atau Peraturan Khusus, '
Pasal5
(1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
A2) Keanggotaan Kﬂperam mulal berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam.
' _ buku Daftar Anggota. ;
(3) Seseorang yang akan maayk; menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat
) per_mehqnan‘ kepada Pengurus dan dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus

harus memberi jawaban secara tertulis atau lisan apakah permohonan itu dit'er_i_m:_a
' atau ditolak. ' | | i
| (4) | Bllamana Pengurus menolak permohonan untuk men_,adl anggota maka pemohﬁ:n
capat minta pertimbangan Rapat Anggota yang akan datana. i

La
"'\-"-'.‘;.-:,:,":-'-"’; : :

rﬂgnggara:n Dasar KSU “BMT TUMANG” . ' 5 ; :.' .H' ; -
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(5) Permohonan berHentE sebagai anggota harus diajukan tertulis kepada Pengurus.

(6) - Seseorang yangj ‘diberhentikan - bukan karena ' permintzannya atau dlpecat
- keanggotaannya oleh Pengurus dapat minta perhmbangan dalam dalam Rapat

Anggota yang akan datang. -

Pasal 6
' IKeanggﬁtaan berakhir bilamana anggota
'‘a.  Meningga! dunia. '
b. Mintlé diberhentikan atas kehendak sendiri.
i Diberhentikan oleh Peﬁgurus karena tidak memenuhi lagi syaral keanggotaan
i sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 anggaran dasar ini dan peraluiranlainnya
yang mengatur tentang keanggotaan. ' .
d Dipecat oleh pengurus karens {idak mengindahkan kewajiban sebagai anggota,

terutama dalam ‘hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan

Koperasi.
BABV
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
' Pasal?7 _
i:ﬂi Keangg!maan Koperasi melekat pada did anggota sﬁﬂmn dan tidak daﬁa,t
d:plndahkan kepada lain crang dengan dalih apapun juga.
' {2) ' "Dalam hal anggota Koperasi meninggal duma. keanggotaan dapat r_ﬂi,terusk_an oleh
_ ahli warisnya yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. ‘
(3) iSetiap anggota Koperasi berkewajiban :
| a. Mematuhi ketaﬁtuan dalam Anggamn Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
- Peraturan Khusus serta keputusan Rapat.ﬁ.nggata
h Eerpartlslpasi dalam kegiatan atau usaha yang diselenggarakan Koperasi.
G Mengembangkan dan memehhara kebersamﬂan berdasarkan atas azas
kéke!uargaan.

Pasal 8
Setiap anggcta berhak : |, ' : ' | .
~a. Menghadir, menyatakan pendapat dar: membenkan suara dalam Rapat Anggota. '
b. , Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. '
1 G Menelagh’ pembukuan Koperasi pada wakiu kantor dibuka, \
| g _Mengemukaan pendapat atau saran kepada pengurus dl|ual‘ rapat balk dmlnta Mﬁ\

.maupun tidak diminta. - i f" -__.____ LA
; 1 . ; h ,J "y i I” TR

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG” . A S __-f"j--. .‘.*_.:,l 3
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e. Memintaidiada'kan Ré’patAnggo'a menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

£ Memanfaatkan charasl dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama
anggota i

g. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan

dalam Anggaran Dasar.

" BABVI
i PENGURUS
. . Paéq19
i Pangurus Koperasi delth dari dan oleh anggeta dalarn suatu Rapat Anggota
(2) “rang dapat diplih menjadi pengums jalah mereka yang " memenuhi syarat-syarat
| E'Jbagﬁl beriku & ,
Ji5= a-Mampunyai sifat kejujuran dan ketrampllan kerja.

b. Mempunyai pengertian tentang perﬂnparasmn &
-:: 'Il.ﬂempunym tanggung jawab dan kesempatan untul-: memajukan dan mengurus]
_ Koperasi. , _ '
(3) Sebelum memulai memangku jabatanya, anggota pengurus mengangﬂat sumpah

atau janji.

. Pasal10
(1) - Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(2) . Anggota F'engun.;s yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kemball.
(3) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelim masa Iabataanya habis,
f sedangk.an pengisisan : kekcsungan sangat dlper[ukan maka Pengurus yang lain
yang masih ada dapat mangangl-gat gantinya dalam suatu Rapat Pengurus, akan .
- tetapl penggantian itu diﬁintakan pengesahan kepada Rapat Anggota yang akan
dat'ang.l ‘ - : | E

: _ Pasal1l - O : “
(1)  Jumlah personel pahlgur'us sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari
a. Ketua. - |
b. Sékretar[ai

c. Bendahara. : :

(2) Mulai berlaku dan berakmrnya masa jabatan Pengurus dibuktikan dengan catatan _
dalam Buku Daftar Pengurus. . _ : ""':hi\ ﬁ

' e

| S

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG" S 5-.." ;
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(2)
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(2)

rsn-*f'vf:h.n

BAB VII _
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal12
Pengurus berkewajiban untuk :

a. Memimpin urganisam dan mengelo[a Koperas[ sesuas dengan Rencana I-cerja dan
Rencana Anggaran F’En:dapatan dan Belanja Kaperasi yang telah disshkan cleh

Rapat Anggota. _
k. Mengajukaﬁ Rancangan Rencana Kerja serla Rancangan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Koperasi.
Menye[enggarakan F{a;ﬁat Anggota.
_Mengajﬁkan iépnrén keuangan dan prtanggung jawaban pelaksanaan tugas.
Menyelenggarakan pembukuan, Eeuangan dan inventaris secara tertib.
Memelihara Buku Daﬂarﬁnggota dan Pengurus.
Melaksanakan pangawasan tarhadap segala kegiatan pcnge‘olaan Koperasl dan
atau manajer / pengelolanya.
h. Hasil pengawasannya harus dilaporkan kepada Rapat Anggota dan Pemenntah
Pengurus berwenang :
a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

b, Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhenﬂ_an'

anggota sesuai denagan ketentuan dalam Anggeran Dasar dan peraturan lainnya
yvang mengatur tentang keanggotaan. :

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi
sesuai dengan tanggung jaiwabn:;fa Rapat Anggota.

i Pasal 13

Pengurus bertanggung jawab mengenal segala kegiatan pengelolaan Keperasi dan

'usaha'nya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pengurus tidak menerma gaji, akan tetapi dapat diberkan uéng kehormatan menurt

" keputusan Rapat Anggota.

(1)

(@) |

Ty - Pasal 14 |
Pengurus :wajib mengadalkan cata_tan pada kesempatan pertama dalam buku Daftar
Anggota tentang masuk dan / atau berhentinya anggota.

Pengurus harus mengacdakan catatan pada kesempatan pertama tentang mulai dan

berhentinya jabatan Pengurus pada buku-buku yang telah ditentukan.

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG" ; b
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{3) Setliap anggota Pengurus harus membgri bantuan kepada Pemerintah, Koperasi
- Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakuakan
tugasnya dan ia diwajibkan Utk memberi keterangan yang diperiukan dan

| memperluhatkan segala buku, warxkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan

uang Koperasi,
(4) Setiap anggota pengurus harus berusaja agar pemerikasaan sebagai tersebut
dalam a:.ratll:B} pasal Ini, tidak diperdambat balk sengaja atau tidak oleh Anggota

Fengurus.

Pasal15 .
(1)  Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiataﬁ di dalam buku yang telah ditentukan.
(2) Pengurus wajib ",member‘]tahilkan iépcr_an kepada anggota 'tisp kejadian yang
mempengaruhi jalannya Koperasi, ! '

(3) Pengurus wajib llmemberi laporan kepadzi Pemerintah téntang keadaan selr.ta'
perkembang-an organisasi dan’ usaha-usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) Kall
setahun. | : ! | | |

(4) Pengurus wajib memberitahukan kepada setiap anggota atas segala laporan
Pumerikasaan Koperasi. | .

(5) Pehgum'slgiiwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar ini,. Anggarén
Rumah'T:}hgga. Peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahul dan . |
dimengerti oleh segenap fanggota.

(6) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah
segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham,

(7) Persetisihai'l yang tiri-gbul karena hanya kepentin'gan khusus Koperas| atau da!am‘
hubungan sebagéi anggoeta harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai
tanpa memihak kesalah-satu pihak. SO

(8) Pengurlus harus melaksanakan segala ketentuan dalélm Anggaran Dasar ini,

Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan Khuéus dan Kepuiusan Rapat
Anggota. e : ' el
Fasal 16 . .

(1) ' Pengurus baik bersama-sama maupun sendir-sendii menanggung kérugian yang
diderita Koperasi, karena tindakan yang dirakukén' dengan ‘ kesengajaan atau
kelalaiannya. ' £

(2) Cisamping penggantian ker_ugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan der_‘ngar_l_ *

kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan 1]

penuntutan,

Angearan Dasar KSU “BMT TUMANG™
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Fasal 17 _
(1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh merangkap jabatan Pengurus pada
Koperasi Primer Sejenis, kecuali pada Koperasi tingkat sekunder.
(2) ' Apabila anggota Pengurus Koperasi ini terpilih menjadi Pengurus Pusat, Gabungan
atau induknya, maka'yari.'g bersangkutan harus me]epéskan jabatannya selaku
anggota Pengurus Koperasi ini.

|
Pasal 18

(1) Setelah- tahun biju Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sepe[um
dise[enggarakarin}f'a Rapat Anggeta Tahunan, Pengurus menyusun Laporan
' Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : .
a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca Akhir Tahun ngu yang baru lampau

dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas
ﬁukumen tersebut. . ¥
t:-'_. Keadaa;an dan usaha Kﬂperasi’seﬁa'hasil usaha y'rang dapat dicapai.
(2) a. Lr'a}:u::rar-*lI Tahu_n_an sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di 1andatangahi
oleh semua anggota pengurus. .
b. Apahtta salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan
tersebut, anggota yang bersangkutan mengjelaskan alasanya secara tertulls.
(3) Persetu;uan terhadap laporan taiiunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan,
merupakan penerimaan’ pertenggung jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

; - BABVINI |
d | | ' PENGAWAS
' .. I_ Pasal 19
(1) .Rapat Anggota dapat mengar‘fékat Pengawas yang ditugasi untuk méla_kuﬁan
tindakan pengawasan pengelu[a Koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus. § =
. '{2}' Hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Hhuls.us
-'-(3} Dalam hal Pengurus mengangkat Pengelola/Manajer, Pengawas dapat duadakan

seicara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat
Arnggota. : - o
(#) Pengawas dalam fungsi pengawasannya dapat mengangkat Pengawas Manajemen

dan Pengawas Syari'ah.

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG" | t : . g EH A
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(3)
(4)

(5)

BAE IX (i
| RAPAT ANGGOTA
PO ( Pasal20
‘Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggl dalam Koperasi,

I

| Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam Rapat Anggota.
Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kall dalam setahun.
Rapat Anggota dapat diadakan . '

~a. Atas kehendak pengurus. :
b. Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.

. c. Atas kehendak Pemérintah.

Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-

kurangnya 7 (tujuh) hari terlebil dahulu kepada anggota-anggotanya.

Undangan Rapat Angguta Tahu'nan‘ harus disertal Laporan Neraca dan Perhitungan
| Hasil Usaha Tahunan harus dlkmmkan oleh Fengurus kepada anggﬂta daiam waktu

sekurang-kurangnya satu minggu sebelum rapat

. Pasal 21
Rapat Anggota sah apabila dihadiri anggota dengan ketentuan sebagai berikut ;™ -
a. Jikalau. Koperasi ini ﬁempunyai anggoia-sampai- dengan 50 (lima puluh) orang,
quorum untuk Rapat Anggﬂ-ta adalah lebih dar 50 % (lima puluh persen) dari
_umiah anggo‘tanya dengan mmlmal 20 (dua puluh)-crang. !

b. Jikalau Koperasi ini mﬂmpunyal anggota 51 (lima puluh satu) orang sampai

dengan 500 (lima ratus) orang:quorum untuk Rapat Anggota 20 % (dua puluh
persen) dar jumlah anggota dengan ketentu.an' jurnlah. minimal 30 (tiga Puluh)
orang. I ' 2% '

c. Jikalau Kﬂperam ini mempunym 501 (lima ratus satu} orang keatas, maka gquorum
untuk Rapat Anggota 15 % |:I|ma belas pérsen) dar jumlah anggota dengan
ketentuanjumlah minimal 75 (tujuh puluh lima) orang. . |

Jika Rapat Anggnta tidak dapat berlangsung karena tr:iak memenuhi ketentuan

sebaga:mana d[maksud ayat (1) pasal ini, maka dapat ditunda untul_-r. paling lambat 14 "

(empat be[as]'han' bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat terse'but, maka
berlaku syarat-syarat seperi Rapathnggota dalam keadaan luar biasa. '
Dalam keadaan yang istimewa luar biasa maka Rapat Anggota sah amablla dihadiri
sekurang-kurangnya 20 % (dua'pulu persen) dar jumalh anggota.

Rapat Anggota Luar Biasa memgunya wewenang yang sama dergan Rapat__.m
LY LJ,F

Anggota sebagamana d:maksud dalam pasal 22.

Yang dimaksud dengan keadaan istimewa luar biasa dalam ayat 3 pasal |n} Eu:i-ﬁliz:{]r i,

ﬁtngg—aran Dasar KSU ”BMTTUNMNG"
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a. Apabila _Eifa*jra u'ntuk mengaf:f‘afan rapai'i_m tidak mungﬁin &Tpihdl":_a’f‘é%.t sangat
" memberatkan Koperasi atau, |

_ b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan -peraturan ketentuan-ketentuan
penguasa baik Pusat maupin setempat fidak memungknkén mengdakan rapat
anggota yang memenuh! persyaratn termasuk dalam ayat (1) pasal ini, atau

Apabila perubahan Anggaran Dasar harus' diadakan berhubung ketentuan
Undang- Undang atau perafqran-peraturan keiéqt,han-ketemuan pelaksanaan '

o .

atau,

d. 'Apabila pada saat diadakan I2apat Anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan’
demi kelancaran usaha Koperasi dan/ atau karena untuk memenuhi ketentuan .
anggaran dasalr sebagaian besar anggota tidak dapat men[nggafkan pekerjaan
dalam ketentuan bahwa segala keputusan rapat ariggata yang diadakan menurut
ketentuan ayat (3) hlanya' sah bila keputusan itu menéuntungkan anggota
dan/atau menyelamatkan perusahaan Koperasi.

(B) Képutusan Rapat' Anggota sejauh mungkin | diambil berdasarkan hikmah
kebijaksanaan dalam pannusyav.*aratén.
- Déta’m hal ﬁdal-:. tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara

24 terbanyak dari anggota @rang hadir.
(7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

. " Pasal 22

(1)  Untuk mengubah Anggaran Dlasar haru:i diadakan Rapat Anggota Khusus yang
‘dihadiri r::]:fh' sekurang-kurangnya 3/4 (liga perempat) dari jumlah anggota Koperas
dan keputusannya harus disetujul oleh 3/4 (figa permpat) dari jumlah suara yang
hadir,

(2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggola Khusus yang dihadiri

: oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat] dari jumlah anggola Knperaﬁi,
sedangkan keputusannya 3/4 (liga perempat) dari jumlah suara yang hadir.

(3) Jka perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan
Undang-Undang atau Peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, |

: maka Rapat hngdbla sah menurut pasal 21 ayat (3) Anggalran Dasar inl
.. I v
. l Pasal 23 :
$egala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah Buku Daftar Berita Acara Rapat
dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis Rapat. i

#
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(1)

3)

(1)

(2)

(3)

' (4)

e

Pasal 24

Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam wakiu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah

tutup tahun buku,

Acara Rapat Ar#ggata Tahunan memuat antara |ain

a. Pembukaan. - . . _

b. Pembacaan dan'pengesahan Berita Acara Rapat Anggota yang lampau.

¢. Laporan oleh pengurus tentang Koperasi dan perusahaan dalam tahun buku
yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan kﬂ;uahgan tahunan
serta bukti yang perlu.

d. F’eng'esaha'n Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Koperasi
untuk tahun buku berikutnya dan peninjavan Anggaran belanja untuk tahun buku
yang berjalan. o

e. Penetapan pem.bagian Sisa Hasil Usaha (SHU;

Pemilihan dan pengangkatan anggota Penguius (jika masa jabatannya telah
habis).

g. Penetapan uang kehormatan Anggota Pengurus

h. Tanya jawab / Usul-usul. |

i. Penutunp. !

Neraca dan F‘e:rhitungan keuangan Tahunan dikiim oleh Pengurus 'kepada

Pemerintah dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan cleh Rapat Anggota,

BAB X
MANAJER
Pasal 25 .

Jika 'Repat Anggota memandang perlu, Pengurus dapal mengangkal
manajer/pengelola, dan manajer diangkat oleh Pengurus yang diberi wewenang dan
kuasa untuk mengelola usaha berdasarkan 'Rapat Anggota, dan uniuk pengangkatan
manajer diatur lebih lanjut dalam Anggran Rumah Tangga dan [ atau Peraturan
Khusus.

Manajer diangkat dan diberhen’kan oleh Pengurus, serta bertanggung jawab kepada

Pengurus.

- Setiap Pengangkatéh manajer harus dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan

Manajer dan Kotrak Kerja Manajer.
Pengeloalaan usaha oleh Pengelola tidak mengurargi tanggung jawab Fengurus.

sebagaimana ditem&kan'dalam pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
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(5) Hubungan antara Manajer usaha dengan Penguius diatur dalam kenirak kerja yang'
merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 26
(1) Tugas Manajer [ :

a. Mengkoordinir, penyusunan strategi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
masing-masing bagian yang berada d'li_::awah tanggung jawabnya, kepada
Pengu‘rus. '

b. M_fanyusun perencanaan yang tepat dalam- rangka F}embukuan usaha-usaha
baru. i ' '

c. _Me[?_ksanakan tugis_tsl'.-tugas bidang usaha sesual dengan rencana kerja dan
anggaran yang,djselatu]uf Rapat Anggota serta pengarahan dan pengggﬁsan_yang
dilakukan éleh Pengurus,

d. Manghimpun'dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas :
bidang usaha. |
e. Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dilimpahkan I-:ewenangann:.ra
kepada manajer.
(2) Wewenang ME.HEIJETI
a. Atas'persetujuan tertulis dari Pengurus, manajer menandatangani surat-surat
barharga dengan baik dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran’ sejumiah’
uang atau barang teﬂentu |
b. Manajer dibantu oleh *'staf administrasi keuangan, menyelenggéra}c’an
.administrasi uang dan barang inventaris secara terfib dan teralur sera
mengambil .Iahgkah-langk'ah pengamanan terhadap uang dan barang yang
ke_luar'ma_sui-: untuk menghindarkan kerugian Koperasi. _

. ; : Pasql'E?
| (1) Hak Manajer:
a. Mendapatkan penghasslan dan gaji yang Iayak ]
b.. Meng:kutl pendtdlkan baik yang diadakan oleh pemenntah maupun Garakan
I Koperasi atau lembaga-lembaga lainnya. : ) '
B 'Meﬁgéngkat dan memberhentikan Raryawén ata-'s persetujuan Pengurus

d.” 'Merigajukan-pembelaan dln atastuduhan-tudunan yang dltUJukan kapadanya

(2) Kewajiban Manajer: ‘ - | , : K .:*1\ I
a. Memperhatikan sehdp ketemuan atau peraturan yang berhubungan dengan o 2
pengemlaan usaha Kmperasn : :
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3)

b4}

(5)

(1)
(2)

!

. b. Mengdakan pertemuan secara berkala diantara karyawan beserta kepala-kepala

unit atau bagian bersama Pengurus.

c. Membuat [aporan secara rutin kepada Pengurus.,

Tanggug jawab Manajer : |

a. Bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atau semua 'tugas yang
dTImeahkan kepadanya ,

b. Manajer hertanggung jawah secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh
kelalaiannya atau kerugian yang disebabkan cleh EEQiatan yang tidak digariskan
oleh Pengurus. I '

Manajer berhenti kfarena :

| a. Meninggal dunia.

b. Atas pgrmintaan"sendirji,

" ¢. Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak kerja.

. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memnuhi lagi sebagai mangjer,

€. Dipecat oleh Pengurus karena mencefnarkan nama baik Koperasi" dan
melakukan penyimpangan- -penyimpangan dari ketantuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur mengenai manajer dalam Anggran Dasar ini, akan dlatur

lebih lanjut dalam Anggaran Rur‘lnah Tangga dan atau Plera;uran Khusus.

: Pasal 28
Untuk pengelolaan simpan pinjam Pengurus wajib mengangkat Manajer Khusus Unit
Simpan Pinjam dan tidak boleh'merangkap jabatan eksekutif lainnya,

Fengelolaan unit simpan f.:iinjam harus terpisah dengan unit usaha yang lainnya.

EBAB Xl
FEMEINAAN
Pasal 29 :
Pembinaan Koperasl merupakan wewenang danl tanggung jawab Pemerintah,

Femerintah mencipt'ak.an dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong
pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi,
Pemerintah memberikan bimbingan, kamujahan r:!an perlindungan kepada Knperasl

BAB XII
PEMBUKUARN
Pasal 30
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(1) Koperasi wajib menyelenggarakan Pembukuan tentang perusahaannya menurut
contoh yang dltetapkan atau dlEEtLlJUl oleh peqabat atau menurut Akutansi (Standar
Akutansi Koperasi). '

(2) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mcngadakan perhitungan keuangan,
néraca dan perhitungan hasil usaha. _ ' '

(3) Tahun buku perusahaan Koperasl bEI‘JE|a['I. darl 1 Januari sampai- dengan 31
_Desember dan harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelumm’ Rapat Anggota
Tahunan. | | | -
BAB Xl

AUDIT
Pasal 31

1 (1) _Koperas1 i::erkpwapban setiap tahun sekall mengadakan audit atas dirinya.

"I (2) 'Koperasl da1am pelaksanaan audit, atau kanter Akuntan Publik yang ditunjuk setlap

tahunnya sebelum pelaksanaan. Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku yang

_ bemangkutan
(3) Biaya pelaksanaan au:nt dlanggarkan dalam rencana Pendapatan dan ‘Eélanja
Koperasi dan Pembagian SHU. :
; Pasa 32
Pejabat dapat- melaksanakan pemerikasaan apabila Koperasi mendapaikaﬁ 'I-iredit,
pinjaman dan kemudahan kemudahan serta fnsilitas lainnya dan Pemerintah, pemeriksaan:
dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan pzmanfaatannya sekaligus memberikan’

bimbingan dan konsuitasi.

BAB XIV
PERMDD.&LAN
- Pasal 33
(1)  Koperasi mempunyai modal sendiri dan modal pmjaman
a. Kekayaarl bersih dapat berasal daari Simpanan F‘oknk Sumpanan Wayb
cédangan dan hibah. | ;
b. Modal ';;Injaman J:lap'at berasal dari anggota, Koperasi lainya dan atau
anggn‘tanya BantdLembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah.
| (2) Rapat Anggcta menetapkan jumiah setmgg| _tingginya yang dapat disediakan
sebagai uang kas dan selebihnya dengan seyera harus disimpan atas nama e

Kopefasi pada Koperasi pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemenntah ata

‘Bank lain. ' _ : Fis
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(3) .Simp.-_anan sebagafmana diatur dalam ayat (2) diatas, penyimpanannya dilakukan
dan ditaridaténgéni oleh sekuréqg-kurangnya 2 {dga}' orang anggota Pengurus
dan/atau Pegawal yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaanya diatur dalam

.. Anggran.Rumah Tangga. 1 ° , ' :
| (4) 'Uang ke]ablhan yang dfsfmp‘an Ity hawa dapat diminta- kembali dengan buktl
pangembahan yang dnanda‘tangam olek sekurang kurangnya 2 (dua) orang
anggota pengurus, atau salah .seorang pegawal yang ditunjuk oleh Pengurus untuk
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
"(51 : Koperasi dapat melakukan perﬁubukan modal yang berasal dari fnudsil p&nyertaén'
yang diatur dengan peraturan Pemerintah. '

BAB XV
SIMPANAN ANGGOTA
Pasal 34
(1) Setiap Anggo‘a'harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Slmpanan F‘oknh

‘yang besarnya akan d|tetapl-can oleh’ Rapat Anggota Tahunan dari waktu ke
wakiu,yang pada. wakiu keanggotaan diakhiri mempakan suatu tagihan atas
ch‘erési sebesar jumlah yang sama, jika perlu dikurangli dengan bagian
tanggungan kerugian. ' |

{2) _: Uang simpanan pokok harus dibayar sekahgus
3 {3) Tiap! anggnta yang akan mengangsur s1mpanan pokok harus menyatakan

kesanggupan itu secara tertulls,

(4) Setiap anggota djwa]i'f:kan untuk membayar simpanan 'wajib atas namanya pada
Koperasi sébagalmaﬁa ditetapkan dalam . anggaran rumah tangga/peraturan
khusus. )

(5) Setiap'anggdta digiatkan unf.uk mengadakan éfmpanan sukarela atas namanya

pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri secara deposito maupun secara giro.

. Pasal 35 .
(1) . Uang sTmpanan pokok ildak dapat dlambll kembali selama yang bersangkutan

masih menjadi anggota:
(2) Uang 5|mpanan waljib tidak dapat diambil kemba[: seia*r‘la yang barmngkutan masm

| menjadi angga*a !
- (3) '-Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat d|m|nta kembali'menurut ﬁ

==

e
peraiuran khusus ‘atau perjanjian dan yang merupakan grrc dapat d|m|nt§ kembah o =,

seliap waktu.
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(4)

e

Jika diperlukan Koperasi 'dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam
peraturan khusus Anggaran Rumah Tangga.

|
Pasal 36

Apabila keanggctaan berakhir menurut pasal 6 uang simpanan pokok dan ﬁang simpanan

wajib akan dikembalikan kepada yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut :

4,

Jika keanggotaan berakhir karena meninggal dunia (pasal 6 huruf a), uang

Simpanan Pokok dan uang S:mpanan WEIJIb setelah dlputang dengan bagian

targgungan yang ditetapkan djkemba[nkan kepada ahli waris yang berhak dengan

segera dan se[ambfat-ramhatnya satu bulan selelah kematian.

Jika keanggotaan berakhir kar&na perm:maan sendiri (pasal 6 huruf b) atau
diberhentikan {pasal 6 huruf ¢) uang Simpanan Pokok dan Simpanan Waijib setelah
dipotong dengan bagian 1anggungan yang dttetapkan dikembalikan kepada bekas

anggota dalam waktu sa*u bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan

datang. : '
Jika keanggotaan berakhir karena dipecat (pasal 6 huruf d) uang S'impanan'lPdkc:F‘c

' menjadi kekaya_an Koperasi dan pengambilan Simpanan Wajib diserahkan kepada

keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang

mengakibatkan pemacata'nnya_

BAB XVI
SISA HASIL USAHA
o Pasal 37
Sisa hasil useha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam
suatu tahun buku dengan dl‘kuranlg[ penyusutan dan kewajiban lainnya t_ern*iasuk'l_
pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, -
Besarnya Pembagian Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut :

a Dana Cadangan Usaha ' ;' 10%

b. Dana Cadangan Pemupukan Moda * : 20%

¢. DanaJasa Anggota / SHU . 35%

d. Dana F'er;gurus P T5%

e. Dana Pengelola / Manijer : 75% .

f.-Dana F"E.-r;dlr:!lkanu . G

g. Dana Pembangunan PerKoperasian ~ : 25% Y ey
h. Dana Sosial : i 7.5% : J:-%-f'. Sh
’

Dana Audit Y £y = LIS
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(3) Pengguanan Dana-dana dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

berdasarkan keputusan Ra pat ﬁknggota

Pasal 38 ,

(1) Dana cadangan adalah kakayaan Koperasi yang diperoleh dari penyislhan Sisa
Hasll Usaha, yang dimagsudkan untuk memupuk modal sandlrl dan untuk menulup
kerugian bila dlpeﬂukﬂﬂ sehingga tidak boleh duba;nkan antara anggola kecuall
akibat pembubaran.

(2} ‘Rapat anggota dapat, memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan pal[ng
tinagl 75 % dari jumlah seluruh cadangan untuk pemupukan modal sendirl.

(3) Sekurang-sekurangnya 25 % dari Dana Cadangan harus disimpan atau dideposito- .

kan terutama pada Bank Pemerintah.

BAB Xvill ,

TANGGUNGAN ANGGOTA . BT

~ Pasal 39 : ;

M Bilamana cheras[ d[bubarkan dan pada panyemsalannya tarnyata hahwa
kekayaan Koperasi tidak mencukupl untuk melunasi segala perjanjian dan

= i Nl T,

kewajibannya, maka semua anggota diwa]ibka_n menanggung kerugian itu masing-

masing sebatas simpanan pokok, simpanaﬁ wajib,dan modal ﬁenyartaan yang ',

dirmiliki. | i :
(3) Segala persaalan manenau penentuan tindakan atas kejadian ﬁrang menyebabkan

kerug|_an diselesaikan menurut hukum yang berlaku, dengan memperhatikan pasat

40 ayat (2) anggaran Dasar ini.

BAB XIX
JANGKA WAKTU
: Pasal 40_- .
(1) Kope;as[ dinyatakan layek menyelenggarakan kegiatan usahanya sete1ah |
mendapatkan. pengesanan sebagal Badan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan
~ ketentuan Undang- undang
{2) Dalam. hal Badan Hulcum Kuperasi melaksanakan kegiatannya, apah[la tarjadl

perubahan Rebuaksanaan dan atau peraturan :,fang berlaku.

{3) Koperasi dinyatakan hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Ko erasl_:-_-a-ﬁ
. i A it ool
tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. : "‘--""r--f

(4) Koperasi ini didirikan dalam jangka waktu y'ang tidak terbatas.

i
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"BAB X
SANKSI
Pasal 41 | : ,
(1) a. Anggoia Koperasi yang tidak aktif daiam kegiatan usaha sebagamana diatur
'dalam pasal 7 ayat (3.b) Anggaran Dasar inj, tidak mendapatkan baglan Sisa

Hasil Usaha yang berasal dari kegiatan Usaha,

b, Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehmgga kebersamaan
berdasar-kan atas azas kekeluargaan tidak dapat berkembang dan t&rpehhara,
maka pengurus memanggil | piﬁak=pihak yang bersengketa - untuk
dlmuayawarahkan guna mencapai mufakat. '

c. Jika persengketaan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} b pasal ini tenadl
antara Pengurus dengan anggota atau pengurus dengan pengunis maka
musyawarah itu dlplmpln oleh Pemerintah.

d. Jika musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasala ini fidak
mencapai mufakat, rp'aka pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan
Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan
pemberhentian terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.. |

e. Pihak yang dibarh.en‘t]kan karena k-esé]ahannya,' harus membayar ganti rugi yang
diderita Koperasi akibat adanya persengketaan tersebut. | |

(2) Anggota yang tidak hadir dalam suatu Répmﬁhggma tidak dapat diwakilkan

suaranya.

Pasal42 ' .,
Sanksi Pengurus o
(1) a, Pengurus i(npe asi yawg tidak melaksanakan kewajrbannya sabagalmana diatur

dalam pasal 15 ayat {3} dan ayat (4) Anggaran Dasar ini, dapat diminta
pertanggung Jawabannya dalam Rapat Anggmafﬁapat ﬁnggnta Luar biasayang .
diselenggarakan untul itu, i |
b. Jika tindakan pengurus cleh Rapat Anggota dm;lat meruglkan Kuperasi maka
anggota pengurus yang merugikan dapat diberhentikan darl kedudukannya
sebagai pengurus. ! '
¢. Jika Pengurus meiénggar_ ketentuan dalam v :
Pasall12ayat (1) a,b,c ddanf: " 2 R
Pasal 12 ayat (1) ¢ :
Pasal 15 ayat (8) : _
Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3): - | i
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Anggaran Dasar 'ini  dan/atau menyalahgunakan —keputusan Rapat
anggota/Rapat anggma Luar Biasa, Pengurusnya yang barsangkutan akan '
diber-hentikan dari hedudukannya dan ''mengganti kerugian yang didirta
Koperasi, kewajlbaq mengganti kerugian itu tidak berlaku bagi anggnta Pengurus
yang mampu membuktikan diinya tidak bersalah dalam Rapat Anggbtafﬁa_pgt
anggota Luar biasa. '
d. Jika Pengurus melanggar dalam ketetntuan :
Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), '
Pasal 15 ayat (1),
Maka secara organisasi pengurus dll’ﬂl[‘ttBJ pertanggung Jawabannya dalam
Rapat Anggota. '
(2) Apabila Pengurus/Pengurus Harian melanggar larangan te.ntang perangkapan
' jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (3) akan diberhentikan dari
kedudukan-nya sebagai pengurus dalam chergsl taréabut dan mempertanggung-

jawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
{8 Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waklu bila terbukti bahwa !
a. Pen_:ji.:rus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi. :
b. Pengurus tidak menaatl undang-undang Koperasi serta peraturan- .
peraturan/keten-tuan-ketentuan pelaksanaannya. ' y
c. Pengyrus baik dalam sikap maupun‘t[hdakan-findakannya menimbulkan per-
tentangan dzlam gerakan Koperasi.
- d, Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menentang
Pemerintah, Pancasila dan Uandang-Uandang Dasar 1945,
'asal 43
Sanksi Manajer
Apablla F‘engurﬁs.mengangkat Manajer cebagai dialur dalam pasal 25 ayat (1)
Angaaran Dasar ini, maka sanksi manajer dalam perjanjian kerja antara pengufus dan’

manajer yang diatur lebih lanjut Anggaran Runah Tanggé atau P_eraturan Khusus,

BAB XX |
"PEMBUBARAN
Pasal 44 .
(1) Dengan mlamperhatikan pasal 22 ayat (2} Anggaran Dasar inl, maka Rapat
o
" Anggota Khusus dapat mengambll keputusan untuk membuharkan Kﬂperasa ml, ,ﬁ\
; | i i o '{?,fr' “
ba o meeir AR
o -TI.‘.II‘_',*I';?}‘:
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(2) Keputusan tersebut dalam ayat (1) ‘pasal ini H:E!_rlu's diberi tahukan secara tertulis .
kepada semua kreditur dan pemerintah dan disertai dengan berita acara ;;ar_lg
antara lain memuat ; I | j

| a, Tanggal, 1empat dtadakannya Rapat 'r'(husus iersebut

. .i:: Jumlah anggota danjumlah anggota yang hadir :

.&. Acara Rapat: i

d. Alasan pembubaran Koperasi :

e. Jumlah suara yang seteju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran.

. f. hasil keputusan Rapat Anggota Khusus.

Pasal 45

Pemerintah, dapat membubarkan Koperasi menurut prosedur yang d1tentukan dalam

Undang-Undarig Koperasi apabild :
a Te'rdaﬁ:at hukti-bukti bahwa Koperas| tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang. i
b. Kegiatan-kegiatan Keoperasl bertentan.;an dengan keteriibsn umum. dan/atau kesusi-

laan. '

. ¢. Koperas| dalam keadaan sedemikian rupe sehingga tidak dapat diharapkan lagi ke-

langsungan hidupnya. i i

- Pasal 4€

(1). Pemerintah mengangkat se_seorérig atau beberapa orang penyelesal 'yang

mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta:mewa- '

" kilinya didepan dan diluar pengadilan. ' 1

b. . Mengumpuikan segala keterangan keterangan }rang dlpeﬂukan :

[+ Meman&g:l pengurus, Hnggota dan bekas Anggota termaktub dalam pasal 5,
Anggara Dasar baik satu persatu atau bersama-sama.

d. Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibyar cleh masing~mas1ng
anggota sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan rricdal penyertaan yang
dimliki.

‘ Mempargunakan sisa kakayaan untuk menyalesmkan sisa kewajiban Koperasi

R

Henetapkan penyr‘npan dan penggunaan segala arsip Knperam
g. Menetapnan pemhayaran beaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaraﬂ !

hutang lainnya.

: - . f '-.:,' .|"
h. Setelah berakhir penyclesa'aﬂnya nienurat ;anglca waktu yang di tetapkan cleh N
"-...__ "

g

Pemerintah, mamaipenyelesm membuat berita acara tentang penyelefselan rfu
: | . 1*-'1.1'--._:---«-'.":..
i T Mtk L

‘“Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG”



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

| {2y Pembayaran biaya penyeles;aian itu didahulukan dari. pada pembayaran hutang

‘ |E|i|'l}"El,

I : e . BAB XI
PERSELISIHAN
Pasal 47 . :
(1) Setiap perselisihan yang fimbul dalam: penyelenggaraan Koperasi diselesaikan
secara Intern h‘te!a[ui musyawarah pengurus dan Rapat ﬁ.nggoi_‘.a.
(2) Apabila tidak dapat diselesalkan menurut ketentuan ayat (1), maka penyele-aiannya
dépat minta bantuan pejabat yang berwenang a‘as persetujuan Rapat ﬁnggatal
[Sjl Selanjﬁfnya atas perseliéihar‘} yang lidak dapat diselesaikan secara musyawarah

adan mufakat sesua@ af;at {1) dan (2), maka akan diselesaikan menurut ketentuan

yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota. _ |
BAB Xl
P E-NU T.U P
Pasal 48
Hal-hal yang belurmn dimuat dalam Anggran  Dasar ini, diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. '
Demikian, Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG" (KSU "BMT

TUMANG") ini ditetapkan dan di tandatangani oleh yang diberi I-cuasél penuh oleh Rapat

Anggota Khusus Perubahan Anggaran Koperasi tersebut.

PENGURUS KSU “BMT TUMANG" L =

.........

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG” ,‘\ \ 21 “"‘--,'-':



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

